GUBERNUR PAPUA BARAT
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TENYANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR PERMUKAAN

Menimbang

Mengingat

L P

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pajak Air Permukaan dalam
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
2011 Nomor 52, maka untuk melaksanakan
Peraturan Daerah tersebut periu menetapkan
ketentuan pelaksanaannya dengan Peraturan
Gubernur Papua Barat;

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan
Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong




(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
018/PUU-1/2003;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara . Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsj dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan




10.

1.

Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Revibusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut
berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5191 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja
Dinas-dinas Daerah Provinsi Papua Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
2009 Nomor 34);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pajak Air Permukaan
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
2011 Nomor 52);




MEMUTUSKEN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK AIR PERMUKAAN.
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat beserta
perangkat daerah  sebagai unsur  penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepala Daerah adalah Gubernur Papua Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Papua Barat.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat
dengan persetujuan bersama Gubernur Papua Barat,

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur
Papua Barat.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan




10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

secara laengsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, . persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang aleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi
orang pribadi atau Badan, kecuali untuk keperluan dasar
rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Air Permukaan adalah semua sumber-sumber air yang
berada pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik
yang berada di laut maupun di darat.

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau
Badan yang dapat melakukan pengambilan danfatau
pemanfaatan Air Permukaan.

Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau
Badan  yang melakukan ~ pengambitan  dan/atau
pemanfaatan Air Pernukaan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran pajak yang terutang.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan
Kepata Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.




18.

19.

20.

21.

22,

23.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak. sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan SPTPD adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak danjatau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undanganperpajakan
Daerah. '

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atad’
telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya

" jumlah pokok pajak yang terutang.

24,

25.

26.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumliah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya

disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
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31.

32.

jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan, dan biaya serta jumiah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain  dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.




33. Penyidikan tindak pidana dibidang p«.pajakan Daerah,
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB I
DASAR PELAKSANAAN

Pasai 2

Dasar Pelaksanaan Pajak Air Permukaan adalah Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Permukaan
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor
52).

Pasal 3

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pajak Air Permukaan ini diatur tersendiri dengan
Peraturan Gubernur Papua Barat.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pajak Air Permukaan, ditugaskan kepada
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat 'sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB 1l
KETENTUAN PENUTUP

Pasal §

Semua Peraturan dan Keputusan Gubernur yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi [rian Jaya Barat Nomor
12 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.




Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 17 Oktober 2011

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAPITTD
A. TANRIBALI LAMO
B,

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 18 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAPITTD
MARTHEN LUTER RUMADAS

LEMBARAN BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN
2011 NOMOR 175

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO




